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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Buton Wajogu, 17 September 1988,
agama lIslam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email: | GTNGEEEEEEE
selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Halong, 28 Februari 1984, agama Islam,
pekerjaan pedagang pinang, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua,
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani
pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 dengan register perkara Nomor
26/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
Selasa, tanggal 28 Februari 2017 M., bertepatan dengan 1 Jumadil Tsani
1438 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Distrik Baguala, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku dan tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX tertanggal 07 Maret 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah Termohon di Kampung Nania Kampung Baru, Kabupaten
Ambon, Provinsi Maluku, Kurang lebih 4 hari, kemudian Pemohon dan
Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon Desa Wajogu, Kecamatan
Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, kurang lebih 1 bulan, kemudianpada
2017 Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan Sulawesi, Kampung
Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan
menjadi kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 3 (tiga)
orang anak yang beranama;

a. ANAK |, umur 4 tahun;
b. ANAK Il, umur 1 tahun;
Anak ketiga tidak diketahui namanya oleh Pemohon;

4, Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon
telah mengalami keretakan sejak tahun Awal tahun 2021, dikarenakan:

a. Termohon tidak menghormati dan mendengar nasehat dari orang tua Pemohon
selayaknya seorang istri terhadap mertua;
b. Termohon beberapakali meminjam uang tanpa sepengetahuanPemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada November 2021, dikarenaka sikap dan perilaku Termohon yang tidak
mendengarkan nasehat Pemoho, sehingga Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama dan Termohon dalam keadaan mengandung anak ke 3
(tiga) Pemohon dan Termohon dengan kandungan 7 bulan, dan sejak saat
itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban
suami istri, hingga saat ini, serta Pemohon telah hilang komunikasi dengan
Termohon;

6. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon
mengusir adik kandung dan Bibik Pemohon dari kediaman bersama;
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Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah
tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik
mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Sentani;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim membacakan relaas Panggilan Termohon,
Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wamena telah bertemu
Termohon dan Termohon tidak mau tandatangan dikarenakan Termohon
keberatan permohonan cerai talak diajukan Pemohon di Pengadilan Agama
Sentani;

Bahwa, Atas nasihat dan penjelasan Ketua Majelis Hakim, Pemohon

menyatakan mencabut permohonannya dan akan mengajukan permohonan
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cerai talak pada Pengadilan Agama Wamena maka Pemohon selanjutnya
menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;
Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;
Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa
Termohon keberatan gugatan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Sentani,
akan tetapi diajukan sebagaimana Termohon berdomisili yakni diwilayah hukum
Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa karena penjelasan Ketua Majelis Hakim, Pemohon
mencabut permohonannya dan akan mengajukan gugatan ini ditempat
Termohon berdomisili, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu
maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
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Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
26/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara
sebesar Rp.520.000,00,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy,
S.H.l, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.l.,M.Sy. dan Wisnu
Indradi, S.H.I.,M.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16
Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Dra. Mardawiah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.l.,M.Sy. Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.l, M.H.

Wisnu Indradi, S.H.l.,M.H.I.

Panitera Pengganti,
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Dra. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan  : Rp 400.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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